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BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 13 TAwun 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati
Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupatu Padang Lawas
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang
Lawas, perlu adanya penvesuaian terhadap tata
kerja  Umt Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah Kabupaten Padang Lawas,

b, bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan
Barang/Jasa yang transparan dan akuntabel di
Lingkungan Pemenntah Kabupaten Padang Lawas,
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati
Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun
2013  tentang Pembentukan Unit  Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Padang Lawas perlu dicabut,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu
menelapkan Peraturan Bupat tentang
Pembentukan Unnt Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemenntah Kabupaten Padang Lawas,

Mengingat l Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3851),

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor | Tahun 2003 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234],

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tabun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 567Y),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010
tenitang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165).

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolahan Barang Milik Negara/Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533),

Peraturan Pemerintah Nomor I8 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887],
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Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 134),

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali  terakhir dangan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 134);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 99 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2003).

Peraturan Mentern Dalam Negern Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547),

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa sebhagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah
Nomor 13 Tahun 2013 1entang Pedoman dan Tata
cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
15006,

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor | Tahun 2015
tentang  E-Tendering  (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157),

Peraturan Kepala Lembagn Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemenmtah Nomor 14 Tahun 2015
tentang F-Purchasing (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2015 Nomor 758),




23  Peraturan Kepala lembaga Kebijukan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Lavanan Pengadaan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Unit Lavanan
Pengadaan (Berita Negara Republik indonesia Tahun
2015 Nomor 177),

24 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

9,

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggaran
Pemerintahan Daerah  yang memmpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupau adalah Bupan Padang Lawas

Sekretarns adalah Sekretans Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Sekretariat Daerah adalah Sekretriat Daerah Kabupaten Padang
Lawas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemenntah Kabupaten Padang Lawas
selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang vang  JUga
melaksanakan Pengelolahan Keuangan Daerah

Lembaga Kebijakan Pengadaan/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebur  LKPP adalah lembaga Pemenntah vang bertugas
mengembangkan dan  merumuskan kebjakan  Pengadaan
Barang/Jasa schbagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun ten tang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah scbugaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang  Lembags
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas yang selanjutnya disebut dengan
Penpadaan Barang/Jasa adalah kegiaran untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Padang lLawas, yang
prosesnva  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan  sampai
diselesaikannya seluruh Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang Kwenangan
penggunaan Barang/Jasa dan Jasa milik Daerah di masing - masing
SKPD / Unit Kerja.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnys disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya disebut PA adalah
Peiabat  vang dibert  kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Pembuat komitmen vang selanjutnva disebut FPK adalah
Pejabat  vang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

Unit Pelavanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yvang selanjutnya disebut ULP
Pemenntah Kabupaten Padang Lawas adalah unit organisasal
pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Padang Lawas, yang fungsinya
diintegrasikan pada fungsi Bagian/Sub Bagan pada Sekretanar
Daerah Kabupaten Padang Lawas

Pejabat  Pengadaan  adalah Personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Lansung. Penunjukan Langsung dan £
Purchasing.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabar pada unit kerja SKPD vang melaksanakan satu atau
beberapa kegmatan dan suatu program sesual dengan  bidang
tugasnya

Kelompok Kerja ULP vang selanjutnva disebut Pokja ULP adalah
kelompok kerja vang berjumlah gasal. memiliki Sertifikat Kealithan
Pengadaan Barang/Jasa, beranggotakan paling kurang 3 (tigal orang
dan dapat ditambah sesual dengan kompleksitas pekerjaan, vang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pemernntah Daerah

Sertifikat Kealihan Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukt
pengakuan dar Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profes:
di mmdang Pengadaan Barang/Jasa.

Penvedia Barang /Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan vang menvediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
konsultasi/Jasa Lainnya.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen vang ditetapkan oleh ULP
Pemerintah  Kabupaten Padang lLawas/Pejabat Pengadaan vang
memuat informasi dan Ketentuan vang harus ditaati oleh pihak
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Lavanan Pengadaan Secara Elektromik vang selanjutnya disingkat
LPSE adalah unit kena yang dibentuk untuk menyvelenggarakan
sistem Lavanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Strategn Pengadaan adalah usaha terbaik vang dilakukan untuk
mencapai usaha terbatk untuk mencapai tujuan pengadaan dalam
mendapatkan barang/jasa vang lepal Kualitas, tetap kuantitas, tepal
waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur,
ctika, kebijakan dan prinsip pengadaan,
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Pengadaan Barang/Jasa yang bersifal Srategis adalah Pengadaan
Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas
Pemerintah dan/atau menjadi perhatian publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah vang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Padang Lawas dun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB I1
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Bupati membentuk ULP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas vang
berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretarial Darah
Kahupaten Padang Lawas

ULP terdin darm Kepala, Sekretanat, Kelompok Kerja dan Stal
pendukung

Pasal 3

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvat [2), secara ex
officio dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvat (2), dipimpin
oleh Sekretaris, secara exoffico dijabat oleh Repala Subbagian
Admimistras: dan Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretanat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Kelompok Kerja sebugaimana dimaksud pada Pasal avar (1] dan (2],
merupakan satu  kesatuan KkKelompok kerja  vang  menernma
penugasan untuk melaksanakan proses pemilihan  penvedia
barang/jasa.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada avat (3) diatas, ditetapkan
lebih lanjut oleh Kepala ULP dalam bentuk Surat Penintah Tugas
Ketentuan Lampiran tentang Bagan Struktur Organisast Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah Kabupaten Padang
Lawas diubah sehingga berbuny) sebagaimana Lampiran Peraturan
Bupali

BAB 111

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupat] ini maka,

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit
Lavanan Pengadaan Barang/Jasa Pemermntah Kabupaten Padang
Lawas

. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas

Dinyatakan dicabut dan udak berlaku lagi




Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan undangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Padang Lawas,

Ditetapkan di Sibuhuan

pada tanggal 12 Foorpw 200
BUPATI PADANG LAWAS,

Dundangkan di Sibuhuan
pada tanggal VL Rurvar, o8

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

NST, S.Sos
INA UTAMA MUDA
NIP. 196880913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 201@ NOMOR I3




LAMPIRAN = PERATURAN BUPAT! PADANG LAWAS
NOMOR 13 TAWUN Z01&

TANGGAL :\ .
TENTANG Torvari 0¥

BAGAN STURUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
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